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ABSTRACT 

 

Penelitian ini mengkaji praktik gratifikasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus putusan bebas Gregorius 

Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 dan perkembangannya hingga 

2026. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis ketentuan 

Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketiga hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang memenuhi seluruh 

unsur tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum hingga akhir 2025 memperlihatkan adanya 

pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pemberi gratifikasi. 

Analisis Teori Gabungan menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan berupa 

pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan gratifikasi di 

lingkungan peradilan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas hakim, serta penerapan sanksi yang tegas 

guna menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 
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PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang terus menggerogoti sendi-sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, 

sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka yang menyebabkan kerugian 

negara mencapai Rp28,4 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, 

praktik korupsi telah merambah ke berbagai lembaga negara, termasuk lembaga peradilan yang 

seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan. 

 Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peranan vital dalam menegakkan 

hukum dan keadilan. Independensi dan integritas hakim menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya 

peradilan yang adil dan berwibawa. Namun, ketika hakim terjerumus dalam praktik korupsi melalui 

penerimaan gratifikasi, maka fondasi sistem peradilan akan runtuh dan kepercayaan masyarakat 

terhadap hukum akan hilang (Friedman, 2015). Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana 

korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan 
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bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap 

apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

 Pada tahun 2024, publik dikejutkan dengan terungkapnya kasus gratifikasi yang melibatkan tiga 

hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald 

Tannur. Ketiga hakim tersebut, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, menjatuhkan 

putusan bebas terhadap Ronald Tannur pada 24 Juli 2024 meskipun jaksa penuntut umum menuntut 

pidana 12 tahun penjara (Detik.com, 2024). Putusan kontroversial ini kemudian terbukti dipengaruhi 

oleh gratifikasi setelah Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan pada 23 Oktober 2024 dan 

menemukan bukti bahwa ketiga hakim tersebut menerima uang sebesar Rp4,67 miliar dari ibu terdakwa 

Meirizka Widjaja melalui pengacara Lisa Rachmat (ANTARA News, 2024). 

 Kasus ini menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan Indonesia karena memperlihatkan 

bagaimana keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh gratifikasi yang diterima. Hal ini bertentangan 

dengan prinsip independensi hakim yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan 

uraian di atas, penelitian ini akan fokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan 

gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan 

penerapannya dalam kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur. Kedua, bagaimana perkembangan 

penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi dalam kasus tersebut hingga tahun 2026 ditinjau dari 

perspektif Teori Gabungan Pemidanaan dan implikasinya terhadap independensi dan integritas 

peradilan Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Ibrahim, 2010). Bahan hukum 

primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP, serta putusan pengadilan terkait kasus gratifikasi hakim dalam putusan 

bebas Gregorius Ronald Tannur. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, 

dan berita dari media massa yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif (Hidayat, 2021), dengan menggunakan 

perspektif Teori Gabungan Pemidanaan yang dikembangkan oleh Muladi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Teori Gabungan Pemidanaan sebagai Landasan Analisis  

Teori pemidanaan merupakan justifikasi filosofis mengapa negara perlu menjatuhkan sanksi 

pidana kepada pelaku kejahatan. Teori Gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut yang 

berorientasi pada pembalasan dan teori relatif yang berorientasi pada pencegahan, mengombinasikan 

berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat 

dalam satu kesatuan sistem yang komprehensif (Barda Nawawi dan Muladi, 2010). 

 Teori Gabungan yang dikembangkan Muladi menekankan pendekatan multidimensional yang 

mempertimbangkan aspek sosial, ideologis, dan yuridis. Tujuan pemidanaan dalam teori ini mencakup 

pencegahan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan 

masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa 

penyesalan pada terpidana (Barda Nawawi dan Muladi, 2010). Sistem hukum pidana Indonesia 

mengadopsi pendekatan Teori Gabungan sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 

2023 tentang KUHP. 

 Dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim, Teori Gabungan menjadi sangat 

relevan. Pertama, aspek pembalasan diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang 

merasa dirugikan akibat tercederainya sistem peradilan. Kedua, aspek pencegahan baik umum maupun 

khusus sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah pejabat lain melakukan 

perbuatan serupa. Ketiga, aspek perlindungan masyarakat diperlukan untuk menjaga integritas sistem 

peradilan agar dapat terus berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Dalam praktik 

peradilan pidana, Teori Gabungan memiliki relevansi penting dalam menilai proporsionalitas 

pemidanaan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan aparat penegak hukum. Kejahatan yang 

dilakukan oleh hakim tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga menimbulkan 

kerusakan struktural terhadap legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan.  Oleh karena itu, 

pendekatan pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan atau pencegahan tidak 

memadai, karena tidak mampu menangkap dimensi sosial dan institusional dari kejahatan tersebut 

(Muladi, 1995) (Ashworth, 2015). 

 Selain itu, Teori Gabungan sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan publik dalam 

negara hukum modern. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang menyalahgunakan kewenangan 

yudisial harus mencerminkan fungsi simbolik hukum pidana, yaitu menegaskan kembali norma dan nilai 

yang dilanggar. Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga 

sebagai instrumen pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegasan 

supremasi hukum (Arief, 2018). Dengan demikian, Teori Gabungan memberikan dasar normatif yang 
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kuat untuk menjustifikasi pemidanaan yang tegas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan 

sistem peradilan. 

Pengaturan Gratifikasi dan Analisis Kasus Ronald Tannur 

Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian 

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi 

yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya 

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C mengatur bahwa penerima dapat 

terhindar dari pidana jika melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja. 

 Kasus putusan bebas Ronald Tannur bermula dari perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti yang 

terjadi pada Oktober 2023. Jaksa menuntut Ronald Tannur dengan hukuman 12 tahun penjara, namun 

majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan putusan bebas pada 24 Juli 2024 (Tempo, 2024b). Kecurigaan 

terbukti setelah operasi tangkap tangan pada 23 Oktober 2024 menemukan bahwa ketiga hakim telah 

menerima gratifikasi total Rp4,67 miliar dari Meirizka Widjaja melalui pengacara Lisa Rachmat 

(Kompas, 2024). 

 Erintuah Damanik menerima gratifikasi Rp97,5 juta, SGD32 ribu, dan RM35.992,25. Mangapul 

menerima Rp21,4 juta, USD2 ribu, dan SGD6 ribu. Heru Hanindyo menerima Rp104,5 juta, 

USD18.400, SGD19.100, JPY100 ribu, EUR6 ribu, dan SAR21.715 (Tempo, 2024a). Unsur-unsur 

gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi telah terpenuhi seluruhnya karena ketiga hakim adalah 

penyelenggara negara, gratifikasi berhubungan dengan jabatan mereka, berlawanan dengan kewajiban 

untuk menjatuhkan putusan yang adil, dan tidak dilaporkan kepada KPK. 

 Kasus ini juga melibatkan Lisa Rachmat yang didakwa bersepakat dengan ibu Ronald untuk 

memberikan suap kepada majelis hakim sebesar Rp1 miliar dan SGD308 ribu Lisa juga diduga 

bersekongkol dengan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, menyiapkan uang sebesar Rp6 

miliar untuk mengurus kasasi (Tempo, 2024b). Terlibat pula Rudi Suparmono, mantan Ketua PN 

Surabaya, yang diduga menerima suap SGD43 ribu dari Lisa Rachmat sebagai imbalan menunjuk 

majelis hakim sesuai permintaan (Tempo, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa praktik gratifikasi dan 

suap dalam kasus ini telah dilakukan secara sistematis dan terorganisir. 

 Dari perspektif teori hukum, kasus ini merupakan contoh nyata dari judicial corruption yang 

sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan rusaknya sistem peradilan dan hilangnya kepercayaan 

masyarakat (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Dalam kasus Ronald Tannur, kepercayaan masyarakat 

terhadap peradilan sangat tergerus karena putusan bebas yang tidak sesuai dengan rasa keadilan 

masyarakat ternyata dihasilkan dari proses yang penuh dengan suap dan gratifikasi. 

 Dari sudut pandang hukum tata negara dan etika yudisial, gratifikasi yang diterima oleh hakim 

merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai 
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penyelenggara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus perkara secara imparsial dan 

bebas dari pengaruh apa pun. Ketika gratifikasi diterima dan dikaitkan dengan proses pemeriksaan 

perkara, maka putusan yang dihasilkan tidak lagi dapat dianggap sebagai produk penegakan hukum yang 

sah, melainkan sebagai hasil penyalahgunaan kekuasaan (Asshiddiqie, 2019). 

 Lebih jauh, pola gratifikasi dalam kasus Ronald Tannur menunjukkan karakteristik korupsi 

peradilan yang terorganisir (organized judicial corruption), karena melibatkan jaringan aktor yang saling 

berkoordinasi, mulai dari pihak keluarga terdakwa, penasihat hukum, hakim, hingga pejabat pengadilan. 

Karakter semacam ini memperkuat temuan bahwa korupsi di sektor peradilan cenderung bersifat laten, 

sistematis, dan sulit dideteksi melalui mekanisme pengawasan internal semata (Rose-Ackerman & 

Palifka, 2016) (Indonesia Corruption Watch, 2024). Oleh karena itu, penanganan kasus gratifikasi hakim 

memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui pemidanaan individual, tetapi juga 

melalui reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan eksternal, dan transparansi proses peradilan. 

Perkembangan Penegakan Hukum Hingga 2026 dan Analisis Teori Gabungan 

Setelah operasi tangkap tangan pada Oktober 2024, proses penegakan hukum berjalan cepat dan 

menunjukkan keseriusan aparat. Kejaksaan Agung menetapkan semua pihak yang terlibat sebagai 

tersangka dan menyusun dakwaan komprehensif. Untuk ketiga hakim, jaksa menggunakan dakwaan 

berlapis Pasal 12 huruf a tentang suap dan Pasal 12B tentang gratifikasi UU Tipikor. Persidangan 

berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan pemeriksaan berbagai saksi yang memperkuat 

dugaan praktik suap sistematis (Kompas, 2025). 

 Pada akhir tahun 2025 mulai dijatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Hakim Heru 

Hanindyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan pada 9 Desember 

2025, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara (Hukum Online, 2025). Erintuah Damanik dan 

Mangapul divonis 7 tahun penjara dan denda masing-masing Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan, 

juga lebih ringan dari tuntutan jaksa 10 tahun. Lisa Rachmat mendapat vonis paling berat yaitu 14 tahun 

penjara dan denda Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan, sesuai tuntutan jaksa mengingat perannya 

yang sangat sentral (ANTARA News, 2025). Meirizka Widjaja divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 

500 juta (Detik.com, 2025), lebih ringan mengingat perannya terbatas sebagai penyedia dana. 

 Dari perspektif Teori Gabungan Pemidanaan, putusan-putusan tersebut dapat dianalisis dari 

berbagai aspek. Pertama, dari aspek pembalasan atau retributif, vonis yang dijatuhkan mencerminkan 

upaya memberikan balasan setimpal atas perbuatan yang menciderai sistem peradilan. Hukuman 10 

tahun untuk Heru Hanindyo, 7 tahun untuk Erintuah Damanik dan Mangapul, serta 14 tahun untuk 

Lisa Rachmat menunjukkan bahwa pengadilan menganggap serius kejahatan yang mereka lakukan, 

meskipun vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa (Barda Nawawi dan Muladi, 2010). 

 Kedua, dari aspek pencegahan umum, vonis-vonis tersebut diharapkan dapat memberikan 

pesan kepada masyarakat luas, khususnya para hakim dan pejabat peradilan lainnya, bahwa praktik 
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gratifikasi tidak akan ditolerir dan akan mendapat sanksi berat. Publisitas tinggi terhadap kasus ini dan 

vonis yang dijatuhkan diharapkan menciptakan efek jera bagi pihak-pihak lain. 

 Ketiga, dari aspek pencegahan khusus, vonis diharapkan dapat mencegah para terpidana 

mengulangi perbuatannya. Dengan hukuman penjara yang cukup lama, diharapkan para terpidana 

memiliki waktu untuk merefleksikan kesalahan mereka. Selain itu, para hakim diberhentikan dari 

jabatannya sehingga tidak akan memiliki kesempatan lagi menyalahgunakan kekuasaan kehakiman. 

 Keempat, dari aspek perlindungan masyarakat, vonis-vonis tersebut memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari bahaya korupsi peradilan. Dengan dijatuhinya hukuman terhadap para pelaku, 

masyarakat terlindungi dari kemungkinan terulangnya praktik jual beli perkara yang mengakibatkan 

putusan tidak adil. Sistem peradilan yang bersih dari praktik gratifikasi akan memberikan jaminan 

kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan keadilan ketika berperkara di pengadilan. 

 Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis. Pertama, vonis yang dijatuhkan kepada para 

hakim dan Meirizka Widjaja masih lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang dapat menimbulkan persepsi di 

masyarakat bahwa pengadilan masih terlalu lunak terhadap pelaku korupsi peradilan. Kedua, hingga 

akhir tahun 2025, belum ada putusan terhadap Rudi Suparmono dan Zarof Ricar yang juga memiliki 

peran penting. Penundaan putusan ini dapat mengurangi efek pencegahan umum yang diharapkan. 

Ketiga, aspek pemulihan terhadap korban, dalam hal ini keluarga Dini Sera Afrianti dan masyarakat luas 

yang dirugikan, belum terlihat jelas dalam putusan-putusan tersebut. 

Upaya Pencegahan Gratifikasi dan Penguatan Integritas Peradilan 

Berdasarkan analisis kasus, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan sistemik yang 

memungkinkan terjadinya praktik gratifikasi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif. 

Pertama, penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah 

Agung harus diperkuat dari segi sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan. Sistem pelaporan 

gratifikasi perlu disosialisasikan secara masif dan perlu dibuat mekanisme whistleblowing yang aman 

(Robert, 2019). 

 Kedua, sistem rekrutmen dan promosi hakim perlu direformasi untuk memastikan hanya orang-

orang berintegritas tinggi yang dapat menjadi hakim. Proses seleksi harus lebih ketat dengan uji 

kelayakan dan kepatutan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan rekam jejak, harta kekayaan, dan 

integritas calon hakim. 

 Ketiga, kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan secara signifikan. Dengan meningkatkan gaji dan 

tunjangan hakim, diharapkan dapat mengurangi godaan untuk menerima gratifikasi, meskipun harus 

dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan sanksi tegas (Saputro et al., 2025). 

 Keempat, transparansi dalam proses peradilan perlu ditingkatkan. Sistem penunjukan majelis 

hakim harus transparan, sidang-sidang pengadilan dibuka untuk publik dan dapat diakses melalui media 

online, serta putusan-putusan dipublikasikan secara lengkap (Gross, 2005). 
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 Kelima, penguatan kerja sama antara lembaga peradilan dengan lembaga penegak hukum 

lainnya, khususnya KPK dan Kejaksaan. 

 Keenam, edukasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi hakim tentang bahaya gratifikasi perlu 

terus dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop. 

 Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam mengawasi peradilan perlu ditingkatkan melalui 

pemberdayaan LSM dan peran aktif media massa (Hadiz, 2020).  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

yang terbukti dalam kasus putusan bebas Ronald Tannur, di mana tiga hakim Pengadilan Negeri 

Surabaya menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang berhubungan dengan jabatan, bertentangan 

dengan kewajiban, dan tidak dilaporkan kepada KPK. Kasus ini menunjukkan kerentanan serius sistem 

peradilan Indonesia terhadap praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai 

pihak, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap peradilan. Penegakan hukum hingga akhir 2025 

mencerminkan upaya pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dan, dalam perspektif Teori 

Gabungan Pemidanaan, telah mencakup tujuan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat, 

meskipun masih terdapat kritik terhadap perbedaan antara tuntutan dan putusan. Oleh karena itu, 

diperlukan reformasi peradilan secara menyeluruh melalui penguatan pengawasan hakim, pembenahan 

sistem rekrutmen dan promosi, peningkatan integritas dan transparansi, serta penguatan sanksi dan 

perlindungan bagi whistleblower guna menjaga dan memulihkan independensi serta integritas peradilan 

Indonesia. 
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